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INTISARI

Pelayanan pertanahan yang baik oleh Badan Pertanahan Nasional
(BPN) sebagaimana yang diharapkan menuntut Kantor Pertanahan
Kabupaten Klaten sebagai instansi BPN di daerah untuk terus berupaya
meningkatkan pelayanannya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut Kantor
Pertanahan Kabupaten Klaten melakukan berbagai upaya antara lain dengan
penggunaan teknologi informasi tertentu untuk mendukung peningkatan
pelayanan informasi pertanahan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut: bagaimanakah perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan
pertanahan?, apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan
informasi pertanahan? dan bagaimana upaya yang dilakukan Kantor
Pertanahan Kabupaten Klaten dalam rangka mengatasi kendala yang
dihadapi dalam pelayanan informasi pertanahan?. Tujuan penelitian yaitu
untuk mengetahui perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan
pertanahan, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
pelayanan informasi pertanahan dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan
Kantor Pertanahan Kabupaten Kiaten dalam mengatasi kendala yang
dihadapi terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi pertanahan.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif untuk
mengetahui perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan pertanahan,
kendala serta upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelayanan
informasi pertanahan tersebut.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, perkembangan
teknologi informasi dalam pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Klaten dibedakan menjadi 2 tahap yaitu sebelum dan sesudah
menggunakan aplikasi Land Office Computerization (LOC). Dalam
perkembangannya, pelayanan ini mengalami peningkatan baik sarana
prasarana, cara penyampaian dan pelaksanaannya. Pelaksanaan sebelum
dan sesudah menggunakan aplikasi LOC terdapat kelemahan dan kelebihan
baik dilihat dari waktu, biaya, pelaksanaan, sarana dan prasarana. Kedua,
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi pertanahan
meliputi terbatasnya sumber daya listrik, terbatasnya sumber dana, sumber
daya manusia dan kurangnya pemahaman masyarakat berkenaan dengan
adanya program-program pelayanan informasi pertanahan yang ada di kantor
pertanahan antara lain adanya Kiosk Informasi Pertanahan maupun SMS
Kiosk. Ketiga, Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten melakukan upaya untuk
mengatasi kendala yang dihadapi dengan mengajukan penambahan dana
melalui anggaran DIPA, menyediakan mesin diesel (generator),
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyediakan informasi
pertanahan dalam bentuk brosur, buku saku, dan penyuluhan.
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten merupakan instansi di
lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menjadi ujung
tombak pelaksanaan pelayanan di bidang pertanahan, karena dalam
pelaksanaan tugasnya berhubungan langsung dengan masyarakat.
Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat di bidang hukum
untuk memperoleh kepastian hukum yang berkaitan dengan tanah,
maka BPN sebagai instansi pengelola pertanahan terus berupaya
meningkatkan pelayanannya. Volume pelayanan pertanahan yang terus
meningkat seiring dengan dinamika pembangunan yang terus
berkembang menuntut Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten untuk
memberikan pelayanan secara sederhana, cepat, murah, akurat dan
berkualitas serta tetap menjamin kepastian hukum.

Terwujudnya pelayanan pertanahan yang baik dan berorientasi
pada kebutuhan masyarakat menuntut BPN untuk melaksanakan
langkah-langkah penyempurnaan dalam pengelolaan pelayanan
pertanahan, seperti diterbitkannya bermacam-macam peraturan dan

dilakukannya upaya perbaikan pelayanan. Upaya penyempurnaan guna
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peningkatan pelayanan pertanahan dilihat dari perubahan peraturan

antara lain sebagai berikut:

1. Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor : 3 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Efisiensi
dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pertanahan dan
disempurnakan dengan dikeluarkannya;

2.  Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun
2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Pelayanan
(SPOPP) Pertanahan.

Pelaksanaan  peraturan tersebut  diharapkan  dapat
menghilangkan asumsi dan keluhan masyarakat terhadap pelayanan
yang diberikan kantor pertanahan bahwa pelayanan yang diperoleh
masih lambat, berbelit-belit, mahal, tidak ramah, tidak transparan dan
tidak profesional. Keluhan tersebut banyak dimuat dalam surat kabar
maupun langsung ditujukan ke kantor pertanahan.

Perubahan-perubahan peraturan tersebut berpengaruh pada
pelayanan informasi pertanahan yang menjadi salah satu bagian dari
pelayanan pertanahan. Ada suatu fenomena menarik yang menjadi
tuntutan masyarakat terhadap kemudahan dalam memperoleh
informasi, oleh karenanya menjadi tantangan bagi kantor pertanahan

untuk memberikan pelayanan informasi sebaik-baiknya sehingga akan




memenuhi kebutuhan dan memuaskan bagi penggunanya khususnya
pemohon yaitu masyarakat.

Upaya peningkatan pelayanan kepada pemohon yang
dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten antara lain dengan
penggunaan teknologi komputer. Salah satu program yang dilaksanakan
adalah penggunaan sistem komputerisasi kantor pertanahan atau Land
Office Computenization (LOC). Tujuan dari LOC terkait dengan
pelayanan informasi antara lain untuk menciptakan sistem informasi
yang handal dalam rangka meningkatkan dan mempercepat pelayanan
bidang pertanahan.

Penggunaan teknologi komputer sebagai salah satu upaya
pengembangan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
pertanahan merupakan suatu hal yang tepat mengingat Kantor
Pertanahan Kabupaten Klaten merupakan salah satu kantor kategori
sibuk. Berdasarkan hal ini maka Penulis tertarik mengadakan
penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, dengan judul :
“PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN

PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN®




Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1.

Bagaimanakah perkembangan teknologi informasi dalam
pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten?
Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan
informasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten?
Bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten
Klaten dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam

pelayanan informasi pertanahan?

Batasan Masalah Penelitian

1.

Batas waktu, rentang waktu yang dijadikan patokan penelitian
adalah sebelum menggunakan aplikasi LOC(Tahun 2000 s.d.
2001) dan sesudah menggunakan aplikasi LOC (Tahun 2003 s.d.
2006), Tahun 2002 merupakan masa transisi dalam penggunaan
aplikasi LOC sehingga tidak dilakukan penelitian.

Perkembangan pelayanan informasi pertanahan dilihat dari cara
penyampaian informasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan
Kegiatarr pelayanan informasi pertanahan yang dilaksanakan di

Kantor Rertanahan Kabupaten Klaten.




D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.

2.

Tujuan Penelitian

a.

Untuk mengetahui perkembangan teknologi informasi dalam
pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten
Klaten.

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
pelayanan informasi pertanahan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Klaten.

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Pertdanahan
Kabupaten Klaten dalam mengatasi kendala yang dihadapi

terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi pertanahan.

Kegunaan Penelitian

a.

Dari segi akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat
menambah perbendaharaan dan wawasan terhadap lingkup
studi pertanahan khususnya menyangkut informasi
pertanahan.

Sebagai bahan masukan bagi kelanjutan pengembangan
pelayanan informasi pertanahan di kantor pertanahan di masa
mendatang dalam meningkatkan pelayanan pertanahan

kepada masyarakat.




BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan pertanahan di

Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten mengalami peningkatan. Hal

ini dapat dilihat dari:

a.

Sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana sebelum menggunakan aplikasi LOC
menggunakan mesin ketik dan komputer yang belum
terintegrasi sedangkan sesudah menggunakan aplikasi LOC
didukung komputer yang sudah terintegrasi, televisi dan
telepon seluler.

Sistem pelayanan

Sebelum menggunakan aplikasi LOC cara
penyampaian dilakukan secara lisan dan manual sedangkan
sesudah menggunakan aplikasi LOC untuk menunjang
pelayanan informasi pertanahan dilengkapi dengan Kiosk
informasi pertanahan,layanan SMS KiosK dan Land TV
Infromation. Pelayanan informasi pertanahan juga disajikan

melalui Lisan, brosur, buku saku, moving banner.
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Pelaksanaan penyampaian informasi pertanahan meliputi
SKPT dan Pengecekan.

Dalam pelaksanaanya penyampaian informasi pertanahan ini
terdapat perbedaan yang berkaitan dengan jangka waktu dan
proses pelaksanaannya.

Dalam perkembangan pelayanan informasi pertanahan baik
sebelum maupun sesudah menggunakan aplikasi LOC

terdapat kelemahan dan kelebihan dalam pelaksanaannya.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi

pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yaitu:

a.

Terbatasnya dana, sumber daya listrik dan terbatasnya
kemampuan dan pemahaman pegawai kantor pertanahan
mengenai program aplikasi pelayanan informasi berkaitan
dengan LOC, Kiosk informasi pertanahan dan SMS KiosK.

Pemahaman masyarakat yang masih kurang berkaitan
dengan program-program pelayanan infomasi pertanahan
misalnya tentang tata cara pemanfaatan KiosK informasi

pertanahan, SMS KiosK.

Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten untuk

mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelayanan informasi

pertanahan yaitu:

Mengajukan penambahan dana melalui anggaran dari DIPA

untuk menunjang sarana prasarana, perawatan dan
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penambahan daya listrik, serta menyediakan mesin diesel
(generator) khususnya untuk Server LOC dan Server SMS
Kiosk untuk memenuhi kebutuhan listrik jika listrik padam.

b. Meningkatkan kualitas pegawai dengan cara mengirimkan
pegawai agar mengikuti kursus komputerisasi untuk
meningkatkan kemampuan serta pemahaman pegawai kantor
pertanahan berkaitan dengan LOC, KiosK informasi
pertanahan dan SMS KiosK.

¢. Menyediakan brosur, buku saku, penyuluhan untuk
meningkatkan pemahaman dan menjelaskan tata cara
penggunaan program pelayanan informasi pertanahan (KiosK

Informasi Pertanahan dan SMS Kiosk Informasi Pertanahan).

B. Saran

1. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan
kantor pertanahan, sebaiknya pegawai kantor pertanahan diikutkan
kursus/pelatihan komputerisasi (baik intern maupun ekstern).

2. Perlu adanya sosialisasi program-program pelayanan informasi
pertanahan (Kiosk Informasi Pertanahan dan Layanan SMS KiosK)
kepada masyarakat, sehingga tujuan dari peningkatan pelayanan

informasi dapat terwujud.
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